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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR    14   TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

YANG DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan persiapan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap yang pembiayaannya dibebankan 

pada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam 

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor: 25/SKB/V/2017-Nomor: 590-3167A Tahun 2017-

Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan 

Pendaftaran Tanah Sistematis, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan pada 

Masyarakat;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                                 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang            

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5943);  



3 
 

D:\R ANANTA\produk hukum\PERBUB\2018\Pertanahan\Biaya PTSL.rtf 
 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor                        

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor                

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor              

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1693), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 179); 

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127); 

18. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri                 

Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017-

Nomor: 590-3167A Tahun 2017-Nomor: 34 Tahun 2017 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis; 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016                 

Nomor 1 Seri C); 

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG 

DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Bupati adalah Bupati Malang. 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 

peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, 

dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya. 
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6. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya 

disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua 

obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama 

lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan 

data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek 

Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. 

7. Peserta PTSL yang selanjutnya disebut peserta adalah 

masyarakat di Kabupaten Malang yang menjadi peserta 

PTSL. 

8. Panitia PTSL yang selanjutnya disebut panitia adalah 

kepanitiaan yang dibentuk dari dan oleh peserta PTSL, 

untuk membantu kelancaraan pelaksanaan PTSL.  

 

BAB II 

PEMBIAYAAN PERSIAPAN  

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

 

(1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada Anggaran           

Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali untuk pembiayaan 

persiapan PTSL. 

(2) Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud             

pada ayat (1) dibebankan pada peserta. 

 

Bagian Kedua 

Kegiatan Pembiayaan Persiapan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

 

Pasal 3 

 

(1) Pembiayaan persiapan PTSL yang dibebankan pada 

peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 
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(2) Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri dari: 

a. kegiatan penyiapan dokumen; 

b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan 

c. kegiatan operasional panitia. 

 

Pasal 4 

 

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan 

kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa 

surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang 

menguasai bidang tanah yang dimohonkan, paling sedikit 

berisi: 

a. keterangan tentang tidak adanya sengketa; 

b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah; 

c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah 

aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; dan  

d. penguasaan tanah secara sporadik sesuai ketentuan 

dalam Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017-

Nomor: 590-3167A Tahun 2017-Nomor: 34 Tahun 2017 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis. 

 

Pasal 5 

 

(1) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, 

berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas 

sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) 

buah dan pengadaan materai Rp6.000,00 (enam ribu 

rupiah) sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat 

pernyataan. 
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(2) Dalam hal terjadi kekurangan jumlah patok yang 

dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 

kekurangan tersebut dibebankan secara fisik kepada 

peserta. 

 

Pasal 6 

 

Pembiayaan kegiatan operasional panitia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berupa pembiayaan 

kegiatan yang meliputi: 

a. biaya penggandaan dokumen pendukung; 

b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan 

c. transportasi panitia dari Desa ke Kantor Pertanahan 

dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. 

 

Bagian Ketiga 

Mekanisme Penentuan Rincian Pembiayaan Persiapan  

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

 

Pasal 7 

 

(1) Penentuan rincian pembiayaan persiapan PTSL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 

dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah antara 

panitia dan peserta, yang dituangkan dalam Berita Acara 

Musyawarah sebagaimana contoh format Berita Acara 

yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

menentukan dan menyepakati jumlah kebutuhan barang 

dan jasa yang diperlukan serta besaran biaya kebutuhan 

barang dan jasa, yang dituangkan melalui Rincian 

Anggaran Kegiatan sebagaimana contoh format Rincian 

Anggaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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(3) Penggunaan pembiayaan persiapan PTSL 

dipertanggungjawabkan oleh panitia kepada seluruh 

peserta, dengan Laporan Administrasi Pencatatan 

Keuangan sebagaimana contoh format Laporan 

Administrasi Pencatatan Keuangan yang tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen  

pada tanggal 11 Mei 2018 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 11 Mei 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG 

 

Ttd. 

 

DIDIK BUDI MULJONO 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2018 Nomor  8 Seri  D   
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR   14  TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG 

DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT 

 

CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH 

 

BERITA ACARA MUSYAWARAH  

PENENTUAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PTSL 

DESA .......... KECAMATAN .......... 

 

Pada hari ini .........., tanggal .......... bulan .......... tahun .........., 

bertempat di ruang rapat .........., telah dilaksanakan musyawarah tentang 

Penentuan Rincian Pembiayaan Persiapan PTSL Desa .......... Kecamatan 

.........., yang dipimpin oleh Ketua Panitia PTSL Desa .......... Kecamatan .........., 

dan diikuti oleh Peserta PTSL Desa .......... Kecamatan .........., dengan hasil 

kesepakatan sebagai berikut: 

1. .................................; 

2. .................................; 

3. .................................; dst 

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dengan sebenarnya dan 

ditandatangani oleh:  

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1   1. ............. 

2   2. ............. 

3   3. ............. 

4   4. ............. 

5   5. ............. 

6 dst.   

 

 

 

BUPATI MALANG, 

 

 

H. RENDRA KRESNA 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR   14  TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG 

DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT 

 

CONTOH FORMAT RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN  
 

 

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PTSL 

DESA .......... KECAMATAN .......... 

 

NO. 
BELANJA  

BARANG DAN JASA 

JUMLAH KEBUTUHAN 

BARANG DAN JASA 

BESARAN BIAYA 

(Rp) 

1 Kegiatan Penyiapan Dokumen: 

a. ...............; 

b. ...............; 

c. dst. 

  

2 Kegiatan Pengadaan Patok dan 

Materai: 

a. ...............; 

b. ...............; 

c. dst. 

  

3 Kegiatan Operasional Panitia: 

a. ...............; 

b. ...............; 

c. dst. 

  

 

  .........., ........................... 

Bendahara PTSL 

 

 

(............................) 

Sekretaris PTSL 

 

 

(............................) 

Ketua Panitia PTSL 

 

 

(............................) 

 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR   14  TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG 

DIBEBANKAN PADA MASYARAKAT 

 

CONTOH FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN 

 

LAPORAN ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN 

 KEGIATAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PTSL 

DESA .......... KECAMATAN .......... 

 

NO. TANGGAL URAIAN 
PENERIMAAN 

(Rp) 
PENGELUARAN 

(Rp) 

1     

2     

3     

4     

5     

6 dst.    

 

  .........., ........................... 

Bendahara PTSL 

 

 

(............................) 

Sekretaris PTSL 

 

 

(............................) 

Ketua Panitia PTSL 

 

 

(............................) 

 

 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

 

 


